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Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-X1X/2021
Tentang Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Sekadau 2020

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga peradilan yang
memiliki wewenang untuk memeriksa Undang-Undang terhadap Dasar Negara,
menangani sengketa kewenangan lembaga negara yang ditetapkan oleh Undang-
Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan menyelesaikan
perselisihan terkait hasil pemilihan umum . Penelitian ini berfokus mengkaji dan
menganalisis bagaimana pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah
Konstitusi berkaitan dengan Putusan Nomor 12/PHP.BUP-XI1X/2021. Putusan
tersebut memerintahkan penghitungan suara ulang dan membatalkan Keputusan
Komisi  Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 372/PL.02.6-
Kpt/6109/KPU-Kab/X11/2020 yang menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan
suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, sehingga analisis yang
digunakan adalah analisis kualitatif yang berfokus pada penalaran. Data yang
diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen dianalisis dengan metode
kuantitatif, di mana data yang terkumpul disajikan dalam bentuk uraian logis dan
sistematis. Kemudian, menggunakan beberapa pendekatan teori seperti teori
kepastian hukum, teori keadilan dan juga teori demokrasi yang menjadi dasar
pengkajian penelitian ini untuk menemukan hasil penelitian.

Hasil peneltitian ini menunjukan bahwa Hakim Konstitusi dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 mengedepankan prinsip
keadilan, transparansi, dan keberlanjutan demokrasi. Putusan tersebut memiliki
dampak signifikan terhadap dinamika politik lokal di Kabupaten Sekadau.
Pemberian kesempatan untuk penghitungan suara ulang memberikan harapan baru
bagi pihak yang merasa dirugikan sekaligus menegaskan komitmen terhadap
integritas pemilihan.

Kata kunci: Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, Penghitungan
Suara Ulang, Putusan Mahkamah Konstitusi
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Analysis of the Decision of the Constitutional Court No. 12/PHP.BUP-
X1X/2021 On the Counting of the Votes for the Election of the Head of the
District of Sekadau 2020

ABSTRACT

The Constitutional Court is one of the judiciary bodies that has the authority
to examine the Law against the State Constitution, to deal with disputes of authority
of the State institutions established by the Constitutional Law, to decide on the
dissolution of political parties, and to settle disputes related to the outcome of
general elections. This study focuses on studying and analyzing how the legal
considerations carried out by the Constitutional Court relate to the decision No.
12/PHP.BUP-XIX/2021. The decision ordered the recounting of votes and annulled
the decision of the General Election Commission of the district of Sekadau No.
372/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/X11/2020 which stipulated a recapitulation of the
votes counting of the Election of the Chancellor and Deputy Chanceller of the
District of Sekadau in 2020.

This research is normative research, so the analysis used is qualitative
analysis that focuses on reasoning. Data obtained from library studies and
document studies are analyzed using quantitative methods, in which the collected
data is presented in the form of logical and systematic descriptions. Then, using
some theoretical approaches such as legal certainty theory, justice theory and also
the theory of democracy that formed the basis of this study to find the results of the
research.

The results of this investigation show that the Constitutional Judge in
Constitutional Court Decision No. 12/PHP.BUP-XIX/2021 promoted the principles
of justice, transparency, and sustainability of democracy. The decision has a
significant impact on the local political dynamics in Sekadau district. Giving the
opportunity for a recount of votes gives new hope to those who feel harmed while
reaffirming their commitment to the integrity of the election.

Key words: General Election Commission, Regional Head Election, Vote Recount,
Constitutional Court Decision
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1.1.

BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang

Pasal 1 Ayat (2) dari Undang-U ndang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan
rakyat dan harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum
dalam Undang-Undang Dasar. Pada permasalahan pemilihan umum kepala
daerah, pelaksanaan kedaulatan rakyat harus sesuai dengan ketentuan yang
telah diatur dalam Undang-Undang Dasar. Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945
menegaskan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota, sebagai kepala
pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, dipilih melalui proses
demokratis. Namun, istilah "demokratis" menimbulkan berbagai penafsiran
di kalangan masyarakat, terutama sehubungan dengan apakah pemilihan
dilakukan secara langsung atau tidak langsung.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
tidak memberikan petunjuk mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan
kepala daerah. Undang-Undang ini hanya menyatakan bahwa pelaksanaan
pemilihan kepala daerah diatur olen Undang-Undang. Oleh karena itu,
penelitian ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang telah
diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Dari undang-undang

tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemilihan umum kepala daerah



dilakukan secara langsung(Jurdi 2018).

Pasal 1 Ayat (3) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang
berdasarkan hukum. Berdasarkan Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24 Ayat (1)
mengindikasikan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan wewenang yang
independen untuk menyelenggarakan peradilan demi menegakkan hukum
dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung
dan peradilan yang berada di bawahnya, serta oleh Mahkamah Konstitusi
sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
Setiap lembaga peradilan tersebut memiliki kewenangan sesuai dengan
ketentuan yang diatur baik dalam Undang-Undang Dasar maupun dalam
peraturan undang-undang. Bagian ini akan berfokus pada kewenangan
Mahkamah Konstitusi.

Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang
untuk memeriksa Undang-Undang terhadap Dasar Negara, menangani
sengketa kewenangan lembaga negara yang ditetapkan oleh Undang-
Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan menyelesaikan
perselisinan terkait hasil pemilihan umum (Sholahuddin, 2023). Oleh
karena itu, terdapat empat kewenangan utama yang diberikan kepada
Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Dasar. Namun, melalui
kehadiran Undang-Undang No. 8 Tahun 2015, Mahkamah Konstitusi

diberikan kewenangan tambahan untuk menyelesaikan sengketa



perselisinan hasil pemilihan kepala daerah. Wewenang ini diberikan kepada
Mahkamah Konstitusi hingga pembentukan peradilan khusus yang akan
menangani sengketa hasil pemilihan kepala daerah (Thalib,A 2018),
sebagaimana diatur dalam Pasal 157 Undang-Undang No. 8 Tahun 2015.

Pemilihan umum (Pemilu) adalah suatu acara demokrasi yang
diadakan secara berkala oleh instansi pemilihan yang telah diamanahkan
oleh negara, yang dalam hal ini dipegang oleh Komisi Pemilihan Umum
atau lebih dikenal sebagai KPU (Liany 2016). Pelaksanaan agenda Pemilu
ini sering kali menimbulkan permasalahan dari pihak-pihak yang merasa
tidak puas terhadap keputusan yang diambil oleh penyelenggara Pemilu,
yang umumnya dikenal sebagai sengketa Pemilu, baik dalam proses
maupun hasilnya(Jumaeli, E 2021).

Beberapa konflik tersebut dapat dipicu oleh sejumlah faktor, mulai
dari ketidakvalidan data pemilih tetap, kelulusan pasangan calon yang tidak
memenuhi syarat verifikasi, praktik politik uang, intimidasi untuk memilih
calon tertentu, pemberian hak suara kepada individu yang tidak berhak,
manipulasi dalam perhitungan hasil suara, hingga tindakan curang yang
terorganisir di berbagai wilayah (Hollyzon dan Sundari 2015).

Pelaksanaan baik pemilihan umum (pemilu) maupun pemilihan
kepala daerah (pilkada) tidak terlepas dari tantangan, dan pelanggaran atau
perselisihan selalu muncul dalam pelaksanaannya. Setiap jenis pelanggaran
atau perselisihan ini diatasi oleh berbagai lembaga yang berbeda

(Hendrawan 2015). Rincian mengenai lembaga-lembaga yang terlibat



dalam penyelesaian perselisihan hukum pemilu dapat ditemukan dalam
tabel berikut :

Tabel 1

Jenis Pelanggaran/Perselisihan dan Lembaga yang Berwenang

NO Jenis Lembaga yang Berwenang

Pelanggaran/Perselisihan

1 Pelanggaran Kode Etik Diperiksa dan diputus oleh
Penyelenggara Pemilu Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilu (DKPP) .

2 Pelanggaran Administrasi Diperiksa dan diputus oleh
Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Bawaslu Kabupaten/Kota. Yang
kemudian wajib ditindaklanjuti
oleh KPU, KPU Provinsi, dan

KPU Kabupaten/Kota.

3 Sengketa Proses Pemilu Diperiksa dan diputus oleh
Bawaslu Prov. dan Panwaslu
Kab./Kota akibat dikeluarkannya
keputusan KPU, keputusan KPU
Provinsi, dan keputusan KPU
Kabupaten/Kota. Apabila upaya
administratif di Bawaslu telah

digunakan dapat melalui




pengadilan tata usaha negara
meliputi sengketa yang timbul
dalam bidang tata usaha negara

pemilu.

4 Tindak Pidana Pemilihan Ditangani oleh Bawaslu yang
tergabung dalam Sentra
Gakumdu yang di dalamnya ada
unsur polisi dan jaksa. Disidik
oleh Kepolisian kemudian
penyelesaiannya diteruskan
kepada Pengadilan Negeri untuk
diperiksa, diadili, dan diputus
perkaranya. Putusan Pengadilan
Negeri dapat diajukan banding ke

Pengadilan Tinggi.

5 Perselisihan Hasil Pemilu Mahkamah Konstitusi

Sejak transfer wewenang penyelesaian perselisihan sengketa pilkada
dari Mahkamah Agung (MA) ke Mahkamah Konstitusi (MK), tercatat
bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima total 3437 perkara.
Jumlah ini mencakup 596 perkara pengujian UU, 29 perkara SKLN, 676
perkara perselisihan hasil pemilihan umum, dan 1136 perkara perselisihan

hasil pemilihan kepala daerah, yang melibatkan periode waktu dari tahun



2003 hingga 2022. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan
berbagai putusan terkait dengan perkara-perkara tersebut. Salah satu contoh
putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Bupati, tertuang dalam Putusan Nomor 12/PHP.BUP-
XIX/2021. Putusan tersebut memerintahkan penghitungan suara ulang dan
membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau
Nomor 372/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/X11/2020 yang menetapkan
rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Sekadau Tahun 2020 (Mahkamah Konstitusi RI 2021).

Mahkamah Konstitusi telah merilis keputusan serupa, yaitu perintah
untuk melakukan penghitungan suara ulang, untuk beberapa daerah di
Indonesia, mencakup Timor Tengah Selatan, Sulawesi Selatan, Jawa Timur,
Papua Barat, dan Sumatera Utara (Humas Bawaslu 2018). Tentu saja,
dengan adanya putusan tersebut, akan timbul konsekuensi hukum bahwa
keputusan tersebut harus dijalankan. Meskipun demikian, jika kita meninjau
keputusan sehubungan (berdasarkan hal ini perintah untuk penghitungan
suara ulang), hal ini dapat memunculkan potensi masalah dan peraturan
hukum yang baru.

Salah satu situasi ini terjadi di beberapa wilayah di Indonesia,
termasuk di Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat, pada tanggal
9 Desember 2020, pelaksanaan Pilkada yang diikuti oleh dua pasangan
calon. Pasangan calon nomor urut 01 adalah Aron, S.H., dan Subandrio,

S.H., M.H., sementara Pasangan calon nomor urut 02 adalah Rupinus, S.H.,



M.Si, dan Aloysius, S.H., M.Si. Pada tanggal 15 Desember 2020, pukul
20.07 WIB, ditetapkan bahwa pasangan nomor urut 01 sebagai pemenang
rekapitulasi perhitungan suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten
Sekadau Nomor 372.PL.02.6-Kpt/ 6109/KPU-Kab/X11/2020.
Subsequently, the decision was challenged by Pasangan calon nomor urut
02, Rupinus, S.H., M.Si, and Aloysius, S.H., M.Si, to the Constitutional
Court (Kompas Nasional 2021).

Pasangan nomor urut 02 sebagai Pemohon dalam permohonannya
meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak sah dan
tidak berdasar secara hukum dan membatalkan Surat Keputusan KPU
Kabupaten Sekadau Nomor 372/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/X11/2020
tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020. Selain itu menurut Pemohon
menyatakan hasil Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh
Termohon tersebut tidak benar atau tidak valid, karena dalam proses
pelaksanaan pemilihan terdapat sejumlah pelanggaran dan/atau kelalaian
dalam melaksanakan prosedur dan kesalahan yang dilakukan oleh
Termohon di 6 dari 7 kecamatan yang ada di Kabupaten Sekadau, yakni di
kecamatan: 1. Belitang Hilir, 2. Nanga Taman, 3. Nanga Mahap, 4. Sekadau
Hulu, 5. Sekadau Hilir, 6. Belitang Hulu, kecuali di Kecamatan Belitang.

Pelanggaran terhadap Tata Cara Administrasi dan penyimpanan
dokumen surat suara sebagaimana diatur di dalam per KPU 9/2018 Juncto

per KPU 19/2020 yang terjadi pada Kecamatan Belitang Hilir. Kesalahan



dalam proses pemungutan suara di 49 Tps yang tersebar di Kecamatan
Nanga Taman, Kecamatan Nanga Mahap, Kecamatan Sekadau Hulu,
Kecamatan Sekadau Hilir Dan Kecamatan Belitang Hulu. Kesalahan Dalam
Proses Penghitungan Suara Di 5 Tps Yang Tersebar Di Kecamatan Sekadau
Hulu.

Setelah mengadakan sidang, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan
keputusan yang menyuruh melakukan penghitungan suara ulang di seluruh
Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Belitang Hilir dan
membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau
Nomor 372/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/X11/2020 yang menetapkan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Sekadau Tahun 2020 (Detik News 2021).

Berdasarkan konteks tersebut, peneliti merasa tertarik untuk
melakukan penyelidikan lebih mendalam karena fenomena ini merupakan
suatu kejadian baru dalam ranah ketatanegaraan, khususnya di wilayah
Kalimantan Barat, dan belum ada regulasi sebelumnya yang mengatur
mengenai putusan Mahkamah Konstitusi terkait penghitungan suara ulang
di wilayah pemilihan Kalimantan Barat. Keadaan ini dapat menimbulkan
kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum terkait hasil pemilihan. Hasil
kajian ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam sebuah proposal skripsi yang
berjudul :

“Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-

XIX/2021 Tentang Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Kepala



1.2

1.3.

Daerah Sekadau Tahun 2020”.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dikembangkan dan diuraikan

dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1)

2)

Bagaimana pertimbangan hukum hakim konstitusi dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XI1X/2021?

Bagaimana implikasi dan relevansi putusan mahkamah kontitusi
Nomor 12/PHP.BUP-X1X/2021 terhadap penghitungan suara ulang

pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sekadau?

Tujuan Penelitian

1)

2)

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim konstitusi dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021
Tentang Penghitungan Suara Ulang dalam pemilihan Kepala Daerah
Kabupaten Sekadau Tahun 2020.

Untuk menjelaskan implikasi dan relevansi Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-X1X/2021 terhadap Penghitungan
Suara Ulang Pemilihan kepala daerah Kabupaten Sekadau Tahun

2020.
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Manfaat Penelitian

Selain dari tujuan di atas, tentunya dengan penulisan skripsi ini

diharapkan bermanfaat untuk menyumbang sedikit dari ilmu pengetahuan

yang peneliti coba curahkan dalam manfaat teoritis dan praktis:

1)

2)

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat dalam menyumbang
referensi untuk penelitian-penelitian tentang hukum tata negara
yang akan ada di masa yang akan mendatang agar generasi masa
depan bisa membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan
sumbangan pemikiran yang ada pada umumnya untuk mahasiswa
Hukum Tata Negara dan juga Penelitian ini dapat memberikan
klarifikasi yang mendalam mengenai kewenangan Mahkamah
Konstitusi dalam memutuskan sengketa pemilu. Ini penting untuk
memahami batas-batas dan wewenang yang dimiliki oleh
Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa pemilu, serta
Hasil penelitian dapat membantu memastikan adanya perlindungan
hukum yang memadai bagi semua peserta pemilu, termasuk pemilih,
partai politik, dan calon, dengan memahami bagaimana Mahkamah

Konstitusi dapat menangani sengketa yang mungkin muncul.



2.1.

BAB I1
TINJAUAN PUSTAKA
Kerangka Pemikiran
Kerangka Pemikiran adalah model konseptual tentang bagaimana

teori hubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal
yang penting, yang melandasi pemahaman-pemahaman lainnya yang paling
mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran (Sugiyono 2014).
Kerangka Pemikiran penelitian ini digambarkan kedalam bagan sebagai
berikut.

Bagan 1

Kerangka Pemikiran

DASAR HUKUM
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

KEWENANGAN MAHKAMAH
KONSTITUSI

PILKADA

Pemilihan umum kepala daerah

Salah Satu kewenangan Mahakamah
Konstitusi adalah mengadili sengketa hasil
pemilihan umum kepala dacrah

Penyelesatan Sengketa oleh Mahkamah
Konstitusi dengan mengeluarkan Putusan
Nomor 12/PHP.BUP-XI1X/2021

merupakan suatu rangkaian proses
ketatanegaraan yang demokratis untuk
memilih pemimpinnya

v

KPU
Kpu bertugas menyelenggarakan pilkada
dan menetapkan hasil rekapitulasi hasil
perhitungan suara

v

Penetapam Hasil KPUD Sekadau Nomor
372/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-
Kab/X11:2020 digugat Ke Mahkamah
Konstitusi

Penghitungan Suara Ulang

Penhitungan suara ulang terjadi |
karena ketidaksesuaian dan

keberatan terhadap hasil pemilihan

Kajian Teori
Teon Kepastian Hukum
Teon Demokrasi
Teori Keadilan

11

Bagaimana tinjauan hukum
dan implementasi terhadap
Putusan Mahkamah Kontitusi




5.1

BAB V
PENUTUP
Kesimpulan

Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
12/PHP.BUP-XI1X/2021 mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan
keberlanjutan demokrasi. Pertimbangan hukum mereka mencerminkan
keinginan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan penilaian
obyektif terhadap pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilihan.
Implikasinya, keputusan didasarkan pada upaya untuk memastikan hak
konstitusional warga terlindungi dan proses pemilihan berjalan sesuai
norma-norma demokratis. Hakim Konstitusi menunjukkan peran mereka
sebagai pengawas dan penyeimbang kekuasaan, merespons tuntutan hukum
yang diajukan oleh pemohon dengan cermat dan mendalam. Mereka
menciptakan titik temu antara prinsip-prinsip konstitusional dan kebutuhan
akan kejelasan serta keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan.

Putusan tersebut memiliki dampak signifikan terhadap dinamika
politik lokal di Kabupaten Sekadau. Pemberian kesempatan untuk
penghitungan suara ulang memberikan harapan baru bagi pihak yang
merasa dirugikan sekaligus menegaskan komitmen terhadap integritas
pemilihan. Relevansi putusan ini menciptakan preseden hukum dan
memberikan peringatan kepada pihak penyelenggara pemilihan untuk
meningkatkan kualitas dan transparansi proses mereka. Kesempatan

pemilihan yang diadakan ulang memberikan pelajaran berharga tentang
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pentingnya kehati-hatian dan keakuratan dalam tahapan penghitungan
suara.
Saran

Mendorong pihak penyelenggara pemilihan untuk meningkatkan
transparansi dan menyelenggarakan kegiatan edukasi bagi petugas
pemilihan dan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan risiko
kesalahan dalam proses penghitungan suara, serta meningkatkan
pemahaman masyarakat terkait prosedur pemilihan.

Memperkuat peran lembaga pengawas pemilihan seperti Badan
Pengawas Pemilihan Umum dalam hal supervisi dan pengawasan
independen terhadap proses pemilihan. Ini akan membantu mengidentifikasi
potensi pelanggaran dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan

di masa mendatang.
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